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I. UMUM 

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global 

berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat 

penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi 

mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang 

dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan 

kebijakan yang bersifat countercyclical.  

Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan 

khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan 

khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu 

dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang 

terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.  

Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). 
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Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta 

disesuaikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang 

stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dalam 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk 

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank 

karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung 

ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain 

pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, 

pertanian, dan pertambangan.  

Contoh: 

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi 

dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang 

telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta 

travel warning beberapa negara. 

2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume 

ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai 

suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara 

lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 

(COVID-19).  

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek 

pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan 

bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok 
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ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus 

disease 2019 (COVID-19). 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan 

manajemen risiko Bank: 

a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank umum; 

b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum 

syariah dan unit usaha syariah; 

c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; 

atau 

d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat 

syariah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah 

penerbitan jaminan dan pembukaan letter of credit.  

Ayat (2) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas 

aset: 

a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
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penilaian kualitas aset bank umum; atau  

b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan 

unit usaha syariah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas 

aset: 

1. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau  

2. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat 

syariah. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan 

terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada 

debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan 

menengah tanpa batasan plafon. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan restrukturisasi:  

a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset 

bank umum; 

b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 
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kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah; 

c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif 

dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif 

bank perkreditan rakyat; atau 

d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif 

dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif 

bank pembiayaan rakyat syariah. 

Ayat (3) 

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan 

yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan 

pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan 

kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan.  

 

Pasal 6 

Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau 

pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur 

usaha mikro, kecil, dan menengah.  

Contoh: 

Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena 

dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) pada tanggal  

10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan 

khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan 

lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 

kualitas aset: 

1. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penilaian kualitas aset bank umum; 

2. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah 

dan unit usaha syariah; 

3. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; 

atau 

4. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan 

penyisihan penghapusan aset produktif bank 

pembiayaan rakyat syariah. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan 

dengan alamat: 

a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional 

Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang 

berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi 

Banten; atau  

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor 

Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah 

tempat kedudukan kantor pusat Bank. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 




